("M PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2022




Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah
Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan
Daerah

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang
Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi
Birokrasi
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KETERKAIATAN RPJMD DENGAN RENSTRA BPKAD

MISI 5 TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM
Menghadirkan Mengoptimalisasi Meningkatnya Meningkatkan Opini BPK Meningkatnya Prosentase Program
Tata Kelola Reformasi Manajemen kualitas kualitas Akurasi Pengelolaan
Pemerintahan Birokrasi Melalui Pemerintahan Pengelolaan Perencanaan dan | penganggaran Keuangan
Yang Dinamis, Peningkatan yang Handal keuangan Daerah Pelaksanaan APBD Daerah
Serta Kepuasan Anggaran yang
Memberikan Masyarakat berkualitas dan Prosentase
Pelayanan Publik | Terhadap Pengelolaan deviasi
Yang Berkualitas | Layanan dan BMD yang penyerapan
Sebagai Upaya Kapasitas Optimal keuangan sesuai
Optimalisasi Manajemen target
Rgformgsi P‘emerintahan Prosentase
Birokrasi hingga ke Desa Penyampaian
LKPD tepat
waktu dan sesuai
SAP
Prosentase Rasio Program
Utilitas Aset Pengelolaan
terhadap total Barang Milik
Aset Daerah




CASCADING PERENCANAAN BPKAD LAMONGAN

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen

Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Tujuan BPKAD

Indikator Tujuan

Sasaran BPKAD

Indikator Sasaran

Program BPKAD

Indikator Program

Kegiatan BPKAD

Indikator Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

rosentase Pelaksanaan
Penganggaran APBD yang tepat

Koordinasi dan Penyusunan

jumlah dokumen perencanaan

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA dan

RKA Perubahan yang selaras

Prosentase Akurasi |

Pemerintahan hingga ke Desa
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal
Opini BPK

Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah
Opini BPK

Prosentase deviasi penyerapan
keuangan sesuai target

Prosentase Penyampaian LKPD
tepat waktu dan sesuai SAP

Prosentase Pelaksanan Pelayanan
Penatausahaan Sesuai Standart Daerah

|

Prosentase ketepatan laporan keuangan
OPD

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah

jumlah dokumen laporan BUD
yang disusun

jumlah dokumen laporan
keuangan daerah yang disusun

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai
dengan Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank

Jumlah OPD yang di tertibkan
SP2D secara tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen rancangan peraturan
KDH tentang pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD kabupaten

Jumlah dokumen laporan barang

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen kartu inventaris barang

audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi




CASCADING KINERJA BPKAD LAMONGAN

Kepala
Daerah

Kepala
Bidang

Kepala
Seksi

Staf

Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Koordinasi dan
Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen perencanaan
keuangan yang disusun

Terwujudnya Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi RKA-SKPD

INDIKATOR :
Jumlah dokumen RKA dan RKA
Perubahan yang selaras dengan
dokumen R-APBD

Terlaksanya Penelitian dan Verifikasi
RKA APBD dan Perubahan APBD

G =

Terwujudnya Koordinasi dan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen laporan BUD yang
disusun

Terwujudnya Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasamadan Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaaa Keuanaan Bukan Bank

INDIKATOR :
Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D
secara tepat waktu

Terlaksananya pelayanan pencairan
belanja SKPD

Terwujudnya Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen laporan keuangan
daerah yang disusun

Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelak APBD

INDIKATOR:
Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten

Terlaksanya Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan
terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati
Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun

Indikator:
Prosentase Akurasi penganggaran APBD
Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target
Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP
Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik
Daerah

INDIKATOR :
Jumlah dokumen laporan barang milik
daerah yang disusun

Terwujudnya Inventarisasi Barang Milik
Daerah

INDIKATOR
Jumlah Dokumen kartu inventaris barang
audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi
barang unaudited, jumlah label barang, jumlah
OPD yang dilakukan inventarisasi BMD

Tersedianya Kelengkapan Administrasi dan
Pelaksanaan Kegiatan dalam kegiatan
Inventarisasi Barang Milik Daerah

INDIKATOR :



POHON
KINERJA
BPKAD

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN

v

TERCAPAINYA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD

\2

N4

PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGOPTIMALISASIAN DALAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

\2

N\

v

v

TERLAKSANANNYA KOORDINASI DALAM
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
DAERAH YANG BERKUALITAS

TERLAKSANANYA KOORDINASI DALAM
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH YANG
BERKUALITAS

TERLAKSANANYA KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG
BERKUALITAS

TERLAKSANANYA PENATAAN DALAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH SECARA TERTIB DAN BERKUALITAS

N

v

v

v

1 KUA dan

Perubahan

PPAS

KUA dan PPAS

Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolaan SiLPA

Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,

Standar Harga

Pengeluaran Kas Daerah

), Ekuitas,

Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Pengamanan

Pelaksanaan Pengendalian dan

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,

Penyusunan Standar dan Standar

Pengawasan dan Pengendalian

Penyusunan dan Penyusunan dan Verifikasi | Penatausahaan Pembiayaan N .
Verifikasi RKA-SKPD DPA-SKPD Daerah i Asr'sgara" B ek APBD Bulanan, Triwulanandan  [o-UP 92" Lap"raga';er:f‘”ga" e Kebutuhan Pengelolaan
Semesteran
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
(Y EUGEID (HEE D tentang Pertanggungjawaban Optimalisasi
Daerah tentang APBD . " 8 BBUNE] . Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut P .
Pembinaan Perencanaan [Pengelolaan Dana Perimbangan)| Per APBD Provinsi dan Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindaht
dan Peraturan Kepala . terhadap LHP BPK atas Laporan Penyusunan Rencana Kebutuhan
dan Dana Transfer Lainnya Keuangan Rancangan Peraturan Kepala 5 anganan, Pemusnahan, dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Daerah tentang
Penjabaran APBD

Penganggaran

Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban

Penghapusan

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan
[APBD dan Peraturan Kepalal
Daerah tentang Penjabaran|

Perubahan APBD

Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,|

Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran

dan Pelaksanaan Pemungutan/!
Pemotongan dan Penyetoran
(PFK)

Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Penyusunan Kebijakan dan Panduan

Teknis Operasional
Akuntansi Pemerintah Daerah

aan

P Kebijakan

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Pelaksanaan Kerja Sama dan
Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga

Keuangan Bukan Bank

Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Penatausahaan

Penyusunan Laporan

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan

Inventarisasi

Pembinaan Pengelolaan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD Kabupaten/Kota




Kinerja
Strategis
Daerah

Kinerja
Urusan/

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
IK: OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN LAMONGAN

TERCAPAINYA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD
IK : AKURASI PENGANGGARAN, DEVIASI SERAPAN BELANJA, KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LKPD, PEMANFAATAN PENGGUNAAN BMD

SubUrusan--_______________________'_______________________
Az .
M PENGOPTIMALISASIAN DALAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH [< : CENERTIERN FRUSUNA LARGRA
IK: KETEPATAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN, SOP DALAM PELAYANAN, PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN OPD, BMD SECARA ADMINISTRASI,
FISIK, DAN HUKUM
|
Kinerja \1/ % \1/ \1/
Taktikal
TERLAKSANANNYA KOORDINASI DALAM
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH TERLAKSANANYA KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN TERLAKSANANYA PENATAAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK

Kinerja
Operasional

YANG BERKUALITAS
IK : JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN YANG
DI N

PERBENDAHARAAN DAERAH YANG BERKUALITAS
IK: JUMLAH DOKUMEN LAPORAN BUD YANG DISUSUN

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAL,

IK: JUMLAH DOKUMEN LAPORAN

AM PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS

KEUANGAN DAERAH YANG DISUSUN

DAERAH SECARA TERTIB DAN BERKUALITAS
IK: JUMLAH DOKUMEN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH YANG DI SUSUN
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Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Akuntansi j
Penyusunan KUA danPPAS | Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Pengelolaan Kas Daerah 8 SILPA Belanja patan-LOdan Penyusunan Standar Harga Pengamanan
1€: dumiah Dokumen Kua Dan Ppas Apbd | IK : Jumaih Dokumen Kua Ppa Dan Kupa, Ppas K- o Lopon Posst Kas Daerah 1K : Jumiah Dokumen Pengelolaan Sisa Lebin Beban et 1K Sumiah Papan Kama Kepemitkan Jumiah Serfkt Tanah
Murni Tahun Anggaran Berltya | Perubanan Apbd Tahun Anggaran Beriuinya Pertitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1K : Jumiah Dokumen Lra Konsoldas Buanan 1K : Jumiah Dokumen Buki Memoril, Jumlah Dokumen Hasi
Rekonsias

Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD)

1K : Jumiah Dokumen Rka Dan Rka

Perubahan Yang Selaras Dengan Dokumen
Reapbd

Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
IK : Jumiah Dokumen Dpa Dan Dppa Yang
‘Selaras Dengan Dokumen Apbd

yaan Daerah
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan
Daerah

dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD
1K : Jumlah Dokumen Spd

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran
1K : jumlah dokumen perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd
yang disusun

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
1K : Jumiah Dokumen Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan Standar dan Standar Kebutuhan
IK Jumlah Dokumen Standar Barang Dan Standar Kebutuhan
Barang

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
IK : umiah Dokumen Penggunaan Tanah Dan Pengunaan
angunan

IK

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah

APBD

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana

Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan|

Daerah Tentang Apbd Yang Di Susun Dan
Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kdh

Tentang Apbd Yang Disusun

1K - Jumiah Kegiatan Pembinaan Yang Dilakukan

Transfer Lainnya
1K : Jumiah Laporan Dana Transfer

Pembinaan Penatausahaan Keuangan
IK: Jumlah Opd Yang Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
g APBD Provinsj
danRancangan Peraturan Kepala
Daerah tentangPenjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
K : Jumiah Dokumen Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK
tas L APBD.

1K : Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap Lhp Bpk
Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

Penyusunan Rencana Kebutuhan
1K : Jumiah Dokumen Rkbmd Dan Rkpbmd

Optimalisasi

Pemusnahan, dan Penghapusan
IK : Jumlah Barang Milk Daerah Yang Akan Dilakukan
Pemanfaatan (Sewa, Hibah, Pinjam Paka)

Penyusunan Regulasi serta Kebijakan|

Bidang Anggaran
IK : Pedoman Pelaksanaan Apbd

Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD
1K : Jumiah Dokumen Raperda Tentang
Perubahan Apbd Yang Di Susun

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan

RekonsiliasiData Penerimaan dan

Pemotongan dan Penyetoran (PFK)

1K : Jumizh Dokumen Laporan Realisasi Penerimazn

Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alran Kas, Dan
Pik

Kas serta dan
tas SP2D dengan Instansi
Terkait

IK : Jumlah Laporan Rekonsiiasi Data Penerimaan,
Pengeluaran Dan Pemotongan Atas Sp2d

Analisis Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
1K : Jumiah Dokumen Laporan Analisis Keuangan Daerah Yang Di
Susun

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
IK : Jumlah Dokumen Kebijakan Dan Sop

\ Kebijakan
1K : Jumiah Dokumen Peraturan Perundangan

Laporan
1K Jumlah Opd Yang Mengikui Pelaksanaan Rekonsilasi Barang
Mi Daerah

POHON KINERJA :
KLASIFIKASI LEVEL

KINERJA

vt Petunjuk Teks
euangan yang Berkaitan dengan Penerimaan|
dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan
dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
IK : Jumlah Buku Sisdur Perbendaharaan, Sosialsasi
DanBimiek

Kerja Sama dan
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank
1K : Jumlah Opd Yang Di Tertibkan Sp2d Seacara
Tepal Waldu

y Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
1K : Jumiah Dokumen Laporan nformasi Kevangan Dasrah Yang
Disusun

Penatausahaan

IK : Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan, Jumlah

Peningkatan Tertib Penatausahaan Bmd, Sosialisasi
Penatausahaan Barang

Penyusunan Laporan
iK: Jumlah Buku Penyusunan Laporan Barang Miik Daerah

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabar)
Pemerintah Kabupaten/Kota
1K : Jumiah Opd Yang Menyusun Dokumen Pertanggung Jawaban

Dok

Inventarisasi

1K : Jumiah Dokumen Kartu Inventaris Barang Audited, Jumlah

imen Kartu Inventarisasi Barang Unaudited, Jumiah Label

Barang, Jumlah Opd Yang Dilakukan inventarisasi Bmd

Pembinaan Pengelolaan
1K : Jumiah Sdm Pengelola Barang Mk Daerah Yang Mengikut
Pembinaan Pengelolaan Barang Mik Daerah, Sosiisasi
Pengelolaan Bmd
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SKEMA PROSES BISNIS BPKAD LAMONGAN
PROSES BISNIS MANAJEMEN

PENGELOLAAN KINERJA KEPATUHAN INTERNAL MITIGASI RESIKO

PROSES BISNIS INTI

o e e e o o o D S D S R D R S S e e

PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PROSES BISNIS PENDUKUNG

PERATURAN KETERSEDIAAN SDM ORGANISASI SARANA
PERUNDANG-UNDANGAN PRASARANA




Pengelola Kinerja :
Menyelaraskan SOP sesuai dengan visi dan
misi. Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu
berpedoman pada indikator indikator yang
sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga
menyentuh aspek kepatuhan Internal dan
Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

Mengevaluasi kepatuhan terhadap
peraturan perundangan yang sesuai
Tupoksi dan SOP

Mitigasi Resiko:

Memaksimal kan pencapaian tujuan
dengan jalan merencanakan solusi sesuai
dengan permasalahan yang mungkin
muncul

RRRRR

Evaluasi
Kinerja

Pelaporan
Kinerja

Pengelolaa
n Kinerja

Perencanaan
Kinerja

Pengukuran
Kinerja

w



PROSES BISNIS INTI BPKAD LAMONGAN

A €

PENGELOLAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BARANG MILIK
DAERAH DAERAH




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

@O -O- @-@

BPKAD ANGGRAN PERANGKAT DAERAH

PROSES
PROSES PELAKSANAAN DAN AKUTANSI DAN
PENATAUSAHAAN APBD PELAPORAN
APBD

PROSES
PENYUSUNAN
APBD

\ 4

FINISH




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

®-@

PROSES PENYUSUNAN APBD

@ @
s 7Y

BPKAD

e e e R
A 4

ANGGRAN

!

N

LEVEL 1l

- @
N

Dokumen APBD yang
tepat Waktu

PERANGKAT DAERAH

e ]
9




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD

g

BPKAD

»

Fgs

74

LEVEL 1l

- @
N

ANGGRAN

Dokumen Laporan BUD
vang Akurat

PERANGKAT DAERAH

X I
¢

Pelaksanaan dan

Penatausahaan
Kas Umum

ECIE]

Permintaan Pembayaran

dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Perintah pembayaran
diajukan oleh PA/KPA
kepada Kuasa BUD

Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Kas Transitoris

Penyiapan DPA-
SKPD

Pelimpahan Uang
Persediaan oleh
Bendahara Pengeluaran
ke Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Penetapan Uang
Persediaan

Perintah pencairan dana dibuat
oleh Kuasa BUD untuk
mengeluarkan sejumlah uang dari
RKUD berdasarkan SPM yang
diterima dari PA/KPA

Pembukuan
Bendahara
Pengeluaran

Penyiapan

Anggaran Kas

dan SPD

Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Belanja Daerah

Penyampaian
Laporan

Pertanggungjawa
ban Bendahara

Pengeluaran

— e e e e e e e e e e e - - e e e e e e e e e =
[

Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Pendapatan
Daerah

Pembukuan
Bendahara
Penerimaan

Laporan
Pertanggung
AEWELE
Bendahara
Penerimaan

Rekonsiliasi
Penerimaan

Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Pembiayaan
Daerah

Finish




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN LEVEL II
PROSES AKUTANSI DAN PELAPORAN APBD

® 000

BPKAD ANGGRAN Dokumen LKPD tepat PERANGKAT DAERAH
waktu dan sesuai SAP

PPK-SKPD Fungsi Akuntansi
melakukan Entitas Pelaporan
klasifikasi atas mengidentifikasi

transaksi jurnal penyesuaian

Pengguna
Anggaran membuat
Surat Pernyataan ||
Kepala SKPD

PPK-SKPD
Mencatat Setiap
Transaksi

PPK-SKPD
Menyusun Laporan
Keuangan SKPD

Penyusunan Dan Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa
Pembahasan Rancangan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
Peraturan Daerah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
Pertanggungjawaban memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
Pelaksanaan APBD peraturan perundang-undangan

Fungsi Akuntansi Bendahara Umum Daerah
PPKD menyusun menyusun Laporan Arus Kas dan
Laporan Keuangan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Pemerintah Daerah Lebih

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati
Pejabaran Pelaksanaan APBD

Finish

»




PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
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Dokumen laporan barang milik
daerah yang disusun secara
tertib administrasi, Fisik dan
Hukium
! |
1

Penyusunan Penyusunan

Perencanaan Kebijakan Penatausahaan Inventarisasi Barang Pengamanan Barang
Kebutuhan Barang Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah

Milik Daerah Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam Optimalisasi Penggunaan, Pengawasan dan
Penyusunan Laporan Rangka Penyusunan Pemantaaran, Pemindahtangannan, Pengendalian
Barang Milik Daerah Laporan Barang Milik Pemusnahan dan Penghapusan Pengelolaan Barang
Barang Milik Daerah Milik Daerah




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

Proses Penyusunan KUA PPAS

@O @
s 7Y

BPKAD

ANGGRAN

LEVEL 1l

AL
A PN

PERANGKAT DAERAH

Dokumen APBD yang
tepat Waktu

Rancangan KUA dan rancangan PPAS
disusun berdasarkan RKPD dengan
mengacu pada pedoman penyusunan
APBD

Bupati dan DPRD
melakukan
kesepakatan bersama

Pembahasan
rancangan KUA dan
rancangan PPAS oleh
Bupati dan DPRD

Penyusunan rancangan KUA dan
PPAS menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Rancangan KUA dan
rancangan PPAS
disampaikan kepada
DPRD




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
PROSES PENYUSUNAN RKA-SKPD

BPKAD

ANGGRAN

® 000

LEVEL 1l

PERANGKAT DAERAH

Dokumen APBD yang
tepat Waktu

Penerbitan Surat Edaran tentang
Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD sebagai acuan Kepala
SKPD dalam menyusun RKA-
SKPD

Kepala SKPD
menyusun RKA-SKPD

RKA-SKPD disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
PROSES PENYIAPAN PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

® 00 ee

BPKAD

ANGGRAN

Kepala SKPD menyusun
anggaran kas SKPD
berdasarkan DPA-SKPD
dan jadwal pelaksanaan
kegiatannya

Finish

LEVEL 1l

Dokumen Laporan BUD
vang Akurat

PERANGKAT DAERAH

Kuasa BUD dalam
melakukan verifikasi
Anggaran Kas SKPD

PPKD selaku BUD
mengesahkan rancangan
anggaran kas Pemerintah

Daerah

Kuasa BUD Menyusun
Anggaran Kas
Pemerintah Daerah
berdasarkan Anggaran
Kas SKPD yang telah
diverifikasi.

Kuasa BUD
menyampaikan
rancangan anggaran kas
Pemerintah Daerah
kepada PPKD selaku
BUD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
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BPKAD

ANGGRAN

PPTK Mengajukan Uang
Panjar

Finish

@

LEVEL 1l

Dokumen Laporan BUD
vang Akurat

PPTK Melakukan Belanja
dengan Uang Panjar

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu
MEIELCERELE]
pembayaran

PERANGKAT DAERAH

PPTK Melakukan Belanja
Tanpa Uang Panjar

Bendahara
pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu
melakukan Verifikasi
Belanja



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
PROSES PERMINTAAN PEMBAYARAN

®000e

BPKAD

Finish

»

-

ANGGRAN

Bendahara Pengeluaran
Mengajukan Permintaan
Pembayaran UP

Bendahara Pengeluaran

Mengajukan Permintaan

Pembayaran LS Gaji dan
Tunjangan

LEVEL 1l

Dokumen Laporan BUD
vang Akurat

PERANGKAT DAERAH

Bendahara Pengeluaran
Mengajukan Permintaan
Pembayaran GU

Bendahara Pengeluaran
Mengajukan Permintaan
Pembayaran LS
Pengadaan Barang dan
Jasa

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu
Mengajukan Permintaan

Pembayaran TU

Bendahara Pengeluaran

Mengajukan Permintaan

Pembayaran LS Kepada
Pihak Ketiga Lainnya



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERINTAH MEMBAYAR

BPKAD ANGGRAN Dokumen Laporan BUD PERANGKAT DAERAH
yang Akurat

Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran
Menerbitkan SPM-UP Menerbitkan SPM-GU Menerbitkan SPM-TU

Pengguna Anggaran
Menerbitkan SPM-LS




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERINTAH MEMBAYAR

BPKAD ANGGRAN Dokumen Laporan BUD PERANGKAT DAERAH
yang Akurat

Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran
Menerbitkan SPM-UP Menerbitkan SPM-GU Menerbitkan SPM-TU

Pengguna Anggaran
Menerbitkan SPM-LS




PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

BPKAD ANGGRAN Dokumen Laporan BUD PERANGKAT DAERAH
yang Akurat

Bendahara Pengeluaran
Pembantu Menyusun
Laporan
Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran Bendahara
Menyusun Laporan Menyampaikan LPJ
Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara Penerimaan PPK-SKPD melakukan
menyampaikan LPJ verifikasi atas LPJ
Fungsional Bendahara Pengeluaran

Finish

@




BPKAD ANGGRAN

PPKD Menerima Laporan

Keuangan akhir tahun
OPD dan surat
pernyataan pengguna

angaran

Laporan Keuangan Akhir
Tahun PEMDA dan
membuat surat
Finish pernyataan untuk
dilanjutkan ke dalam
proses
pertanggungjawaban

PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

® 000

PPKD Menyerahkan
laporan keuangan akhir
tahun OPD ke fungsi
Akutansi SKPD

SEKDA meneruskan LK
akhir Tahun PEMDA ke
Kepala Daerah

Dokumen LKPD tepat
waktu dan sesuai SAP

Fungsi akuntansi
menggabungkan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD dengan laporan
keuangan akhir tahun
OPD

PPKD mengotorisasi
Laporan Keuangan akhir
tahun PEMDA, dan
kemudian menyerahkan
LK akhir tahun PEMDA ke

LEVEL i

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil
penggabungan
(konsolidasi), Fungsi
akutansi SKPD menyusun
Laporan Keuangan Akhir
Tahun PEMDA

Fungsi Akuntansi SKPD
menyerahkan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
PEMDA kepada PPKD

Ll e el |



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN LEVEL Il

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

L X W

BPKAD ANGGRAN Dokumen LKPD tepat PERANGKAT DAERAH
waktu dan sesuai SAP

Menerima, Memeriksa, dan
Menghimpun Laporan Keuangan serta
menyiapkasn Draf Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Menerima Dokumen
Laporan Keuangan
dari OPD

Menerima, Memeriksa dan Menghimpun Draf
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk di
laporkan kepada Kepala Badan

Menerima Hasil Audit Laporan :
Keuangan Daerah dari BPK-RI Keu';%en;r?rggrﬁgﬂnvainéeégrﬁqa%aﬁ;agpK. Keuangan Pemerintah Daerah untuk Diserahkan
untuk di tindaklanjuti oleh Badan 9 RI untuk di audit p kepada Bupati melalui Kepala Inspektur atas

Keuangan Persetujuan Sekda

Menerima dan Memeriksa/ Meneliti Draft Laporan Menerima dan Memeriksa/ Meneliti Draft

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
untuk Diserahkan kepada Inspektorat

Menerima dan Menindaklanjuti Hasil Audit Laporan Menerima Rancangan Peraturan Daerah
Keuangan Daerah BPK-RI serta Menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD
Rancangan Peraturan Daerah Tentang yang telah disusun untuk diserahkan
Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD melalui Sekda

Menerima dan Menyerahkan Rancangan Perda
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
untuk di bahas Bersama DPRD

Menerima Persetujuan Menerima dan Menyerahkan Perda

- Tentang Pert: jawab;
Finish Perda dari Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pe|ak§2n?agn fégggﬂr‘,’{f,glj%"ivge;}kan

untuk di Jadikan Pedoman Perda Di kabupaten Lamongan kepada Gubernur




PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH LEVEL Il

PROSES INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
JaN N Z ™\ s
Dokumen laporan barang milik

BPKAD ANGGRAN PERANGKAT DAERAH
daerah yang disusun secara

tertib administrasi, Fisik dan
Hukiym
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